
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR   23  TAHUN 2016 
 

TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR,  

Menimbang : a. bahwa retribusi menara telekomunikasi merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai 
petunjuk pelaksana retribusi menara telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145); 

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 3980); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3981); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 5103); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 5161); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM : 10 Tahun 2005 
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 

Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 

(Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, 
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 09) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 08 tahun 2015 Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 06); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 

kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah 
beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 08); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2015 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar 

(Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 05); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar. 

3. Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Banjar. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Banjar. 

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan 

dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, 
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suara dan bunyi melalui sistem kawat optic, radio atau sistem 
elektromagnetik lainnya. 

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan 

telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

9. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi 

sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi 
yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan 
penyelenggaraan telekomunikasi. 

10. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari 
peletakannya. 

11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara 

bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 

12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi, Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), Badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 
swasta, Instansi pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang 
menyeleggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan 

telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya. 

13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, 

menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan 
bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 

14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoprasikan 

menara yang dimiliki pihak lain. 

15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha 
yang dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa konstruksi 

pembangunan menara yang mampu menyediakan kegiatannya untuk 
mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain. 

16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan insfrastruktur telekomunikasi 
yang menghubungkan berbagai elemen jaringan komunikasi yang berfungsi 
sebagai Centaral Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station 
Controller (BSC). 

17. Izin Mendirikan Bangunan  Menara Telekomunikasi yang selanjutnya 

disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk 
mendirikan banguna menara telekomunikasi. 

18. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan kontruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 
kegiatan khusus. 

19. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air. 

20. Zona adalah batasan area persebaran perletakan menara telekomunikasi 
berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 

21. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah , baik 
dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu 

yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang. 

22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP 

adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan 
operasi penerbangan. 
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23. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar 
bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai dengan rencana kota. 

24. Corperate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah 

partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah. 

25. Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat 

mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel). 

26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut distribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

abik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa Bunga dan/atau denda. 

30. Micro Cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (converge) 
dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang 
tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas 

dan kualitas pada area yang padat trafiknya. 

31. Serat Optik adalah sejenis media dengan katakteristik khusus yang mampu 

menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang 
sangat besar. 

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

33. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

34. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi selanjutnya 
disebut Retribusi, adalah pelayanan atas jasa Pengendalian dan Pengawasan 

Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu; 

36. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
memiliki perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, 

persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi 
yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk 

usaha lainnya; 
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37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan jasa pengendalian dan 
pengawsan menara telekomunikasi; 

38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang; 

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 

41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan atau denda; 

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
professional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
dan retribusi daerah; 

43. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengmpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya; 

44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Bupati yang memuat ketentuan 
pidana. 

BAB II 

NAMA RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi 

atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah 

BAB III 
SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI 

Pasal 3 

 
(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi 

atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi 

oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2  adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan 

umum. 
BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 4 
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Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur 

berdasarkan jarak dan jumlah menara telekomunikasi.  

BAB V 

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 5 

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pengendalian  menara telekomonikasi   

adalah didasarkan pada biaya penyelenggaran jasa pengenalian menara 

telekomonikasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek 

keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

BAB VI 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 6 

(1) Besarnya tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara 
telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.300.000,-per bulan atau sebesar  Rp. 
3.600.000,- per tahun. 

(2) Adapun besaran retribusi pada ayat (1) tersebut diatas mengacu pada formula 
perhitungan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 

46/UU-XI/2014 adalah sebagai berikut : 

 Deskripsi Biaya  
Satua

n 
Banyak 

Jumlah  
Bulan (Rp.) 

Keterangan 

Honorarium 

Petugas 
Pengawas 

  
    
3.000.000  

Bulan

an/or
ang 

4 
 
orang 

                  
12.000.000 

1 bulan =  
22 hari kerja  
1 tim terdiri 

dari 4 orang 

Transportasi 
          

150.000 

Haria

n/tim 
22  hari 

                    

3.300.000    

Uang Makan 
          

150.000 

Haria

n/tim 
22 hari 

                    

3.300.000    

Alat Tulis 
Kantor 

  
    
1.250.000  

Bulan

an/ti
m 

1   
                    

1.250.000  
  

Total Biaya 

pengeluaran 
per tim per 

bulan 

  

        

                  
19.850.000 

  

Deskripsi Kapasitas 

Pengawasan 
per 

Tim/hari 

Jumla

h hari 
kerja 
per 

bulan 

Kapasitas 

Pengawasa
n per 

Tim/bulan 

Retribusi Pengendalian 

Menara 

Kegiatan 
Pengawasan 

dan 

Pengendalian 
Menara 

  

        =  

19.850.00
0  

  

3
  

menara 22 66 mena
ra 

=       
300.758  

/menara/bl
n 

            atau   

          =  3.609.091  /menara/th
n 

      

DIBULATK
AN 

  

   
3.600.000  

 
/menara/th

n 
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(3) Retribusi dipungut 1 tahun sekali dengan perhitungan tarif retribusi 
dikalikan datu tahun dan harus dilakukan sekaligus yang ditetapkan dengan 
SKRD. 

Pasal 7 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(2) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pasa ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 8 

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas data 

yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi 
terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 9 

 
Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan 
SKRD dan SKRD tambahan. 

Pasal 10 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 
(2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur 

retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 
 

Pasal 11 
 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

diberikan tanda bukti pembayaran. 
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB VIII 
TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 

Pasal 12 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 
14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam rangka 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi 
retribusi yang terhutang. 

(3) Syarat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk. 

BAB IX 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 
 

Pasal 13 

(1) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

tempo pembayaran. 
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(2) Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan berikutnya 
setelah surat teguran I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini dikeluarkan. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran II (kedua) 
sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, wajib retribusi harus melunasi retribusi 

yang terutang. 

(4) Syarat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) dikeluarkan oleh Bupati melalui Pejabat. 

 
Pasal 14 

(1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar 

ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua pulu satu) hari sejak 
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. 

Pasal 15 

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan 
Perintah Kantor Lelang Negara. 

Pasal 16 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat 

pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajib Retribusi. 

Pasal 17 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 

Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB X 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib retribusi dapat : 

a. memberikan SKRD atau SKRDB atau SKRDKBT atau STRD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau 
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan peretribusian 
daerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan retribusi yang tidak benar; dan 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena 
kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, SKRDKB, 
SKRKBT, dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati, atau pejabat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRDKB, 

SKRKBT, atau STRD dengan memberikan alasan yang benar; 

a. Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan 

keputusan; dan 
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b. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan 
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. 

BAB XI 

KEBERATAN DAN BANDING  
Pasal 19 

 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat atas suatu : 

a. SKRD; 

b. SKRDKB; 

c. SKRDKBT; 

d. SKRDLB; 

e. SKRDN; 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, dan SKRDN 

diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

(3) Bupati atau pejabat dalam rangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, 
sesudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan surat keputusan keberatan. 

(4) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan 
dianggap dikabulkan. 

(5) Pengujian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar retribusi. 
 

Pasal 20 
 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 

Sengketa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
keputusan keberatan; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda 
kewajiban membayar retribusi. 

Pasal 21 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 atau banding 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan Bungan 
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

BAB XII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 22 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan 
menyebutakn sekurang-kurangnya: 

a. nama dan alamat wajib retribusi; 
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b. masa retribusi; 

c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan 

d. alasan yang jelas. 

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan 
keputusan. 

(3) Sebagaimana jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 
Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka kelebihan 
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati atau 

pejabat memberikan imbalan Bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
setelah keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 23 

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi 
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayarannya 

dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga 
berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 
40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pengendalian Menara 

Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banjar. 

           Ditetapkan di Martapura 

           pada tanggal 16 Mei 2016  

                  BUPATI BANJAR, 

    TTD 

             H. KHALILURRAHMANRUL EH 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 16 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

   TTD 

 

                H. NASRUN SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 23 


